BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari tujuan yang telah dibuat dalam penelitian maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1

Jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)
sesudah adanya Perkab No 5 Tahun 2012 mengalami penurunan
jumlah wajib pgjak, penurunan ini dikarenakan inflasi yang melanda
indonesia pada tahun tersebut ditambah lagi adanya peraturan menteri
keuangan republik indonesia nomor 202/PMK.010/2012 tentang
perubahan  atas peraturan menteri keuangan NOMOR
43/PMK.010/2012 tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk
kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan, sedangkan sebelum
diberlakukannya perkab No 5 Tahun 2012 mengalami kenaikan
jumlah pokok PKB dari tahun 2010 sampai 2011.

Dari hasil data yang didapat peneliti di UPT Pendapatan Pekanbaru
Selatan dapat kita lihat bahwa denda yang dikenakan kepada wajib
pajak hampir seperempat (1/4) dari pokok pajak PKB.

Antara PERKAB No 5 Tahun 2012 Dengan IMBERS Tahun 1999
tidak ada perbedaan secara spesifik. Syarat dan ketentuan pembayaran
PKB sama sgja, hanya sgja PERKAB No 5 Tahun 2012 merupakan

penegasan dari IMBERS tahun 1999. Penegasan ini dibuat supaya



lebih meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak

Kendaraan Bermotor.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Unit Pelaksanaan
Teknis (UPT) Pendapatan Pekanbaru Selatan peneliti memberikan beberapa

saran sebagal bahan masukan sebagai berikut :

1.  Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat
wajib pajak kendaraan bermotor. Kiranya perlu dicarikan formulasi
terbaik khususnya dalam kewajiban pemenuhan persyaratan dalam
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Pelunya sosidisasi pergantian peraturan persyaratan ataupun
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pembayaran PKB.
Supaya Wajib Pgjak tidak merasa dipersulit dalam membayar PKB.

3.  Kepuasan dari Wgjib Pgjak dalam pelayanan dapat meningkatkan
penerimaan daerah khususnya PKB. Oleh karena itu, diharapkan
memberikan pelayanan yang maksimal agar Wajib Pgjak senang
dalam membayar pajaknya.

4.  Perlu adanya penegasan dalam pelaksanaan peraturan pembayaran
PKB, karena pada dasarnya peraturan itu dibuat untuk dipatuhi. Selain
itu, pembaharuan-pembaharuan yang ada seperti peraturan kepolisian
No 5 Tahun 2012 yang merupakan penegasan dari IMBERS tahun

1999 yang isinya masih sama. Berarti selama ini bisa kita ambil



kesimpulan bahwa peraturan yang ada segjak dulu tidak dijalankan
dengan maksimal.

Perlu adanya pengawasan dalam pelayanan pembayaran PKB. Serta
menjaga kenyamanan masyarakat dari calo. Akan lebih baik jika calo-
calo tersebut tidak diperbolehkan dilingkungan pelayanan pembayaran

PKB khususnya di UPT Pendapatan Pekanbaru Selatan.



